
 
 

 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

NOMOR   4   TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 

TENTANG PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

 

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah dalam pelaksanaannya masih 

terdapat ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan 

kondisi masyarakat dan perekonomian serta peraturan 

Perundang-Undangan sehingga perlu adanya 

penyesuaian kembali;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3984); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara 

Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3684); 

5.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 

8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang  

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 5).  
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

dan 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 

2011 TENTANG PAJAK DAERAH  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah provinsi Sulawesi 

Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 5), diubah 

sebagai berikut : 

 

Ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  

 

Pasal 15 

(1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan 

sebagai berikut: 

a. untuk penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh 

persen); 

b. tetap; 

(2) Tetap: 

(3) Tetap; 

(4) Tetap. 

(5) Tetap. 

(6) Tetap. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan;  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 

 

 

Ditetapkan di  Kendari 

Pada tanggal 21 Januari 2019 

                                                      GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

                                                                        TTD 

 

                    ALI MAZI   

 

 

Diundangkan di Kendari 

Pada tanggal 21 Januari 2019 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

          SULAWESI TENGGARA, 

                            TTD 

 

 SARIFUDDIN SAFAA 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 

NOMOR 4 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

( 4 / 29 / 2019 ) 

 


